BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dan dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

5. 1. 1. Kedudukan Hukum Hasil Deoxyribonucleic Acid (DNA)

Hasil DNA sebagai alat bukti dengan merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP
dapat dikategorikan berkedudukan hukum sebagai alat bukti surat, alat bukti
keterangan ahli, dan alat bukti petunjuk yang disimpulkan berdasarkan
penemuan pada putusan-putusan pidana yang tersebar di berbagai tingkatan
pengadilan di Indonesia serta didukung pula oleh pendapat para ahli hukum.
Kemudian, kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian dari hasil DNA sebagai
alat bukti pada perkara pidana dapat diketahui berdasarkan hasil
pengkategorian hasil DNA merujuk pada jenis alat bukti di atas. Saat ini
seluruh alat bukti pada hukum acara pidana memiliki kekuatan hukum atau
kekuatan pembuktian bebas, sehingga terlepas dari hasil pengkategorian bukti
tersebut menurut jenis alat bukti yang sah, hasil DNA sebagai alat bukti pidana
akan tetap berkekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim dalam

menjatuhkan putusan.

5. 1. 2. Perbandingan Pengaturan Hasil DNA Sebagai Prima Facie Evidence
dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Negara Lain
Hukum acara pidana negara lain yang menjadi objek perbandingan dengan
hukum acara pidana Negara Indonesia meliputi Negara Amerika Serikat (negara
bagian Massachusetts, Tennessee, dan California), Negara Singapura, Negara
Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Negara-negara di atas dipilih karena
menganut sistem hukum yang sama dengan Negara Amerika Serikat, selaku negara
yang pertama kali menemukan dan mengembangkan konsep prima facie evidence.

Selain itu, Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam
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dipilih dalam perbandingan ini karena secara historis memiliki keterhubungan
dengan sejarah Negara Indonesia sehingga sebaiknya negara tersebut diteliti guna
mengetahui dampak yang muncul dari keterhubungan tersebut atas keberlakuan

prima facie evidence di ketiga negara tersebut.

5. 1. 2. i. Perbandingan dan Pembahasan Prima Facie Evidence

Penggunaan DNA sebagai alat bukti bukanlah sesuatu yang asing bagi
sistem hukum Indonesia baik pada lingkup hukum acara perdata maupun
hukum acara pidana. Namun, hasil DNA dan bukti ilmiah yang serupa sebagai
prima facie evidence bila merujuk pada hukum acara pidana Indonesia masih
diperlukan pengkajian lebih lanjut oleh pembentuk perundang-undangan serta
para akademisi hukum. Hal ini dikarenakan konsep prima facie evidence
sendiri dalam hukum acara pidana Indonesia masih menjadi konsep yang asing
dan belum diketahui kejelasan bentuknya. Padahal konsep prima facie
evidence sudah dikenal oleh hukum acara perdata Indonesia dan dapat
ditemukan pada ditetapkannya kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat
bukti. Selain itu, berdasarkan perbandingan pengaturan prima facie evidence
dalam hukum acara pidana Indonesia dengan hukum acara pidana negara lain
terdapat perbedaan yang signifikan terkait pengaturannya. Prima facie
evidence dalam penyelesaian perkara pidana di negara lain seperti negara
Amerika Serikat (negara bagian Massachusetts, Tennessee, dan California)
telah diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangannya
maupun putusan pengadilan dan bila dibandingkan dengan hukum acara pidana
Indonesia, belum ada sama sekali kejelasan serta regulasi yang mengatur hal
demikian. Hal ini terjadi mengingat prima facie evidence pertama kali
dipelopori di negara dengan sistem hukum common law, sedangkan Indonesia
sendiri lebih condong menganut sistem hukum civil law. Sedangkan, hukum
acara pidana Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang bersistem
hukum common law bila dibandingkan dengan hukum acara pidana Indonesia
memiliki kesamaan yaitu belum diaturnya regulasi yang mengatur bukti DNA

dan  bukti serupa lainnya sebagai prima facie evidence.
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5. 1. 2. ii. Kekuatan Hukum Hasil Penggunaan Deoxyribonucleic Acid
(DNA) Dikaitkan dengan Asas Prima Facie Evidence

Di Indonesia, prima facie evidence dimaknai sebagai bukti sempurna yang
tidak terbantahkan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Terlepas dari
pemaknaan tersebut, hukum acara pidana Indonesia hingga saat ini masih
belum mengatur satupun regulasi yang mengatur prima facie evidence. Saat
ini, hasil DNA sebagai alat bukti pada perkara pidana dikategorikan
berkedudukan sebagai alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan atau alat
bukti petunjuk. Berangkat dari kedudukan tersebut, maka dapat diketahui
bahwa hasil DNA sebagai alat bukti pidana menurut hukum acara pidana
Indonesia dipandang memiliki kekuatan hukum atau pembuktian bersifat
bebas. Status tersebut bertentangan dengan apa yang dimaknai sebagai prima
facie evidence di Indonesia. Dengan demikian, bila prima facie evidence
dipandang perlu untuk dibentuk dan diterapkan dalam hukum acara pidana
Indonesia, maka sebaiknya ditetapkan batasan yang tegas yaitu :

- Penggunaan prima facie evidence hanya terbatas pada alat bukti
berbasis medis saja yang disertai persyaratan kuantitas dan kualitas
dari alat bukti tersebut (seperti validitas metodologi dan lisensi pihak
yang menerbitkan);

- Prima facie evidence dalam perkara pidana tidak diterapkan secara
mutlak dan harus memperhatikan kekuasaan kehakiman;

- Bantahan terhadap prima facie evidence oleh hakim dapat dilakukan
dengan syarat harus disertai alasan yang didasari dan didukung oleh
alat bukti lain yang memiliki nilai pembuktian dan akurasi yang

sama kuat, logis, rasional, dan hebat.

5. 2. Saran

Berangkat dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas,
maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan oleh

penulis berkenaan topik penulisan hukum ini, yaitu :
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5. 2. 1. Kajian Menetapkan Batasan dan Syarat (Tambahan) Pemanfaatan
IImu Forensik dalam Proses Peradilan Pidana

Pembentuk Undang-Undang bersama tim forensik baik dari Kepolisian
Republik Indonesia maupun Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI)
bersama mengkaji lebih lanjut terkait pemanfaatan ilmu forensik dalam proses
peradilan pidana. Diharapkan dari pengkajian tersebut dapat ditetapkan batasan
ruang lingkup dan syarat atau kriteria tambahan penggunaan hasil pemanfaatan
ilmu forensik guna kepentingan peradilan seperti hasil DNA atau bukti medis
lainnya sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, pemanfaatan hasil DNA
dan bukti medis lain yang serupa sebagai alat bukti dalam perkara pidana
menjadi jelas dan disarankan dirumuskan secara eksplisit dalam RUU
KUHAP. Bila RUU KUHAP tidak memungkinkan untuk diundangkan dalam
waktu dekat, maka penulis merekomendasikan MA menerbitkan Surat Edaran
yang berisi syarat-syarat tambahan pemanfaatan seperti hasil DNA atau bukti

medis lainnya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

5. 2. 2. Melakukan Pengkajian dan Penetapan Syarat Serta Ketentuan
Lingkup Prima Facie Evidence Dalam Rangka Mengintegrasikan Prima
Facie Evidence Pada KUHAP dan RUU KUHAP

Pembentuk Undang-Undang dan para ahli hukum bersama mengkaji lebih
lanjut kebutuhan pengaturan prima facie evidence dalam hukum acara pidana
Indonesia sehingga eksisteninya menjadi jelas. Pengintegrasian prima facie
evidence dalam hukum acara pidana Indonesia disarankan untuk menetapkan
kriteria dan batasan yang ketat. Batasan yang dimaksud seperti hanya
diberlakukan pada tindak pidana tertentu saja dan tetap memperhatikan
kekuasaan kehakiman sehingga bila kemudian dipandang perlu dilakukan
pembatasan terhadap kekuasaan hakim demi diterapkannya prima facie
evidence dalam hukum acara pidana Indonesia, maka disarankan pembatasan
tersebut harus dibatasi secara ketat dan tetap memperhatikan cita-cita hukum
(keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum). Diharapkan kriteria dan
batasan tersebut dapat dijadikan dasar rujuka oleh pembentuk undang-undang
untuk dirumuskan dalam RUU KUHAP di masa yang akan datang.
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